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A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji tentang  
bagaimanakah kedudukan serta akibat hukum yang ditimbulkan oleh anak angkat 
tanpa penetapan pengadilan dalam hukum waris adat Jawa serta bagaimanakah 
wujud perlindungan hukum bagi anak angkat dalam hal pewarisan yang 
pengangkatannya tanpa melalui penetapan pengadilan. 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian skripsi ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni, pendekatan 
konseptual (conceptual approach) dan pendekatan analitis (analytical approach).  
Pendekatan konseptual digunakan oleh peneliti dengan maksud sebagai 
dasar awal melakukan analisis. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman 
terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi 
pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum 
yang dihadapi dalam hal ini adalah permasalahan tentang wujud pelindungan 
hukum anak angkat tanpa penetapan pengadilan, serta bagaimana kedudukan dan 
akibat hukumnya. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan 
memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum 
yang relevan dengan permasalahan. Pendekatan konseptual dilakukan dengan 
menelaah semua peristiwa-peristiwa yang sudah atau sedang terjadi di masyarakat 
yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi yakni tentang 
wujud perlindungan hukum bagi anak angkat tanpa penetapan pengadilan (studi 






konseptual dalam menyelesaiakn permasalahan dalam penelitian skripsi ini, yaitu 
bagaimanakah kedudukan serta akibat hukum yang ditimbulkan oleh anak angkat 
tanpa penetapan pengadilan dalam hukum waris adat Jawa serta bagaimanakah 
wujud perlindungan hukum bagi anak angkat dalam hal pewarisan yang 
pengangkatannya tanpa melalui penetapan pengadilan. Rumusan masalah tersebut 
akan dianalisis dengan menelaah dan mengkaitkan kerangka konseptual dan fakta 
di lapangan yang bersangkut paut dengan wujud perlindungan hukum anak angkat 
tanpa penetapan pengadilan dalam studi hukum waris adat beserta segala akibat 
hukum yang ditimbulkan karena peristiwa tersebut. Pendekatan ini berguna untuk 
mencari abstraksi atau gambaran yang berhubungan dengan permasalahan yang 
dihadapi oleh peneliti dalam penelitian ini mengenai kedudukan dan akibat serta 




Konsep adalah abstraksi atau gambaran yang dibangun dengan 
menggeneralisasi suatu pengertian. Konsep tak bisa diamati, tak bisa diukur 
secara langsung. Agar bisa diamati konsep harus dijabarkan dalam variabel-
variabel. Misalnya, konsep ilmu alam lebih jelas dan konkrit, karena dapat 
diketahui dengan paca indera. Sebaliknya, banyak konsep ilmu-ilmu sosial 
menggambarkan fenomena sosial yang bersifat abstrak dan tidak segera dapat 
dimengerti. 
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Pendekatan analitis dilakukan dengan mencari makna pada istilah-istilah 
hukum yang terdapat di dalam Perundang-undangan, dengan begitu peneliti 
memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum.
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Dalam hal ini, pendekatan analitis digunakan oleh penulis untuk 
menemukan istilah-istilah hukum yang ada dalam pembahasan istilah-istilah 
tentang anak seperti, anak angkat, anak asuh, anak kukut, anak piara dan anak sah.  
C. Jenis Bahan Hukum 
Penelitian hukum normatif tidak mengenal adanya data-data. Guna 
memecahkan isu hukum sekaligus memberikan penjelasan mengenai apa yang 
seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian mengenai permasalahan 
bagaimanakah kedudukan serta akibat hukum yang ditimbulkan oleh anak angkat 
tanpa penetapan pengadilan dalam hukum waris adat Jawa serta bagaimanakah 
wujud perlindungan hukum bagi anak angkat dalam hal pewarisan yang 
pengangkatannya tanpa melalui penetapan pengadilan. Sumber bahan hukum 
dalam skripsi ini menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan 
tersier. Ketiga sumber bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan interpretasi 
gramatikal untuk menafsirkan Undang-Undang dan interpretasi ekstensif yang 
dilakukan dengan cara memperluas makna yang terkandung dalam Undang-
Undang terkait persoalan Wujud Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Tanpa 
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D. Sumber Bahan Hukum 
1. Bahan Hukum Primer   
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, 
artinya mempunyai otoritas, terdiri atas Peraturan Perundang-undangan, 




Berikut yang termasuk bahan hukum primer dalam penelitian skripsi 
ini adalah: 
1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 
pasal 1 angka 9, pasal 26 dan pasal 39; 
2. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 
pasal 1 ayat (5); 
3. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, 
pasal 1 ayat (2); 
4. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pasal 
1 ayat (1);  
5. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Pengangkatan Anak, pasal 1 angka 1 dan pasal 20. 
2. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang 
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku teks, kamus 
hukum, jurnal hukum,
4
 pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, hasil 
seminar, lokakarya, simposium termasuk bahan hukum dalam bentuk 
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publikasi dengan menggunakan media internet yang berkenaan dengan materi 
penelitian skripsi ini tentang Wujud Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat 
Tanpa Penetapan Pengadilan Dalam Hal Mewaris (Studi Hukum Waris Adat). 
Sumber bahan hukum sekunder lain adalah: 
a. Pusat dokumentasi ilmu hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas 
Brawijaya Malang: 
b. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang.  
3. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman 
dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan 
oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. 
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Tehnik pengumpulan bahan-bahan hukum secara sistematis sesuai dengan 
urutannya yang kemudian dikelompokkan atau distratifikasi mulai dari Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah kemudian aturan dibawahnya, lalu putusan terkait 
yang didapat dari laman web resmi milik pemerintah. 
Kepustakaan yang dimaksud adalah berupa buku-buku ilmu hukum, artikel 
hukum, jurnal hukum, media cetak dan/atau media elektronik, yang berkaitan 
dalam menentukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini mengenai 
segala hal yang berkaitan dengan wujud perlindungan hukum anak angkat tanpa 
penetapan pengadilan dalam hal mewaris harta orangtua angkatnya serta 
bagaiamana kedudukan dan akibat hukum yang ditimbulkan atas pengangkatan 





F. Analisis Bahan Hukum 
Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus 
M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan 
oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis 
mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor 
(bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau 
conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak 
sesederhana silogisme tradisional.
5
 Penelitian ini menggunakan teknik analisis 
bahan hukum dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan 
hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum 
kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. 
Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap Undang-Undang 
yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yaitu tentang wujud perlindungan 
hukum bagi anak angkat tanpa penetapan pengadilan (studi hukum waris adat).   
Kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-
undangan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait dan peraturan 
perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap undang-
undang, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. 
Penafsiran dalam penelitian ini dianalisis menggunakan Interpretasi 
Gramatikal untuk menafsirkan Undang-Undang menurut arti perkataan (istilah). 
Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat sekali. Bahasa 
merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk 
menyatakan kehendaknya, tetapi adakalanya pembuat undang-undang tidak dapat 
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merangkai kata-kata yang tepat.
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 Oleh karena itu, Penulis wajib mencari kata yang 
dimaksud yang lazim dipakai sehari-hari, dan juga dapat menggunakan kamus 
bahasa atau meminta penjelasan langsung dari ahli bahasa, serta menggunakan 
interpretasi ekstensif yang dilakukan dengan cara memperluas makna yang 
terkandung dalam Undang-Undang terkait persoalan Wujud Perlindungan Hukum 
Bagi Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Dalam Hal Mewaris (Studi 
Hukum Waris Adat). 
G. Definisi Konseptual 
1. Perlindungan Hukum  
Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak   
asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan  
kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang 
diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah 
berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum 
untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan 
dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
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Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, 
serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek 
hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai 
kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari 
hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan 









perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan 
tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
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Dalam hal ini perlidungan hukum yang dimaksud adalah 
perlindungan hukum terhadap anak angkat yang pengangkatannya tanpa 
melalui penetapan pengadilan dalam perspektif Hukum Waris Adat, Jawa, 
serta bagaimana kedudukan anak angkat tanpa penetapan pengadilan dan 
akibat hukumnya yang ditinjau dari Hukum Waris Adat, Jawa. upaya-upaya 
hukum yang seperti apa yang bisa diberikan sebagai wujud perlindungan 
terhadap hak-hak anak angkat jika pengangkatannya tanpa melalui penetapan 
pengadilan. 
2. Anak Angkat 
Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat karena alasan 
tertentu dan dianggap sebagai anak kandung. Mengangkat anak adalah: 
“Suatu perbuatan pengambilan anak orang lain dalam keluarga sendiri, 
sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu 
timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang 
tua dengan anak kandungnya sendiri.” Anak angkat adalah seseorang bukan 
keturunan dua orang suami isteri, yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan 
seperti anak keturunannya sendiri.  
Shanti Dellyana, dalam buku Wanita dan Anak di Mata Hukum 
berpendapat pengangkatan anak ialah: suatu tindakan mengambil anak orang 
lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri 
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berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut 
hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.  
Dengan demikian pengertian anak angkat menurut hukum adat adalah 
anak yang berasal bukan dari keturunan suami isteri tersebut melainkan anak 
itu diambil dan diangkat serta diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri. 
Dengan adanya pengangkatan anak, disini akan menimbulkan suatu akibat 
hukum terhadap anak yang dianggap sebagai anak kandung. Anak yang telah 
diangkat itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak 
kandungnya. 
Anak angkat berhak mendapat warisan dari harta peninggalan seperti 
halnya dengan janda. Anak angkat adalah anak bukan waris terhadap barang 
asal orang tua angkat, melainkan mendapat keuntungan sebagai anggota 
rumah tangga, juga setelah orang tua angkat meninggal dunia. Jika barang-
barang gono-gini tidak mencukupi, anak angkat dapat minta bagian dengan 
orang tua angkat dari barang asal, yang tidak mempunyai anak kandung. Jika 
barang gono-gini tidak mencukupi pada paembagian harta peninggalanoleh 
para ahli warisnya orang tua angkat, anak angkat boleh minta bagian dari 
barang asal, hingga jumlah yang menurut dianggap adil. 
Kedudukan anak angkat menurut Ter Haar dalam bukunya 
Beginselenstelsel Van Het Adatrecht menyatakan bahwa anak angkat sebagai 
anak berhak mewaris sebagai orang luar, tidak berhak mewaris. Selama 
pengangkatan anak tidak mempunyai sifat sebagai orang luar dan sifat 
sebagai anak, maka anak angkat berhak mewarisi sebagai anak. Dapat juga 





Hal ini berarti anak tersebut tidak dapat apa-apa dari barang-barang asal 
orang tua angkat, tetapi berhak atas barang-barang asal dari orang tua angkat, 
tetapi berhak atas harta gono-gini.   
Di Jawa pengangkatan anak dari luar juga terjadi, tetapi kebanyakan 
anak diambil dari keluarga sendiri, misalnya kemenakan. Anak angkat 
diperlakukan sebagai anaknya sendiri. Juga mekanisme pengangkatan anak 
tersebut, melalui penetapan pengadilan atau tanpa penetapan pengadilan. 
Karena akan menentukan hak-hak dari si anak angkat tersebut di masa yang 
akan datang.  
3. Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan 
Pengangkatan  anak  yang  memenuhi  tujuan  ini  akhirnya  terdengar 
pada orang  lain,  anak  yang  diangkat  menjadi  terlindungi  dan  orang  tua  
angkat juga mendapatkan anak. Maka tersebar mitos tersebut kemudian 
terjadi beberapa kasus pengangkatan anak serupa dan masyarakat 
beranggapan proses mengangkat anak hanya dengan cara mudah. Karena 
memiliki tatacara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 
maka pengangkatan anak tersebut akan mempunyai dampak hukum dalam 
administrasi kependudukan dan dalam status nasabnya yang mungkin akan 
terputus dengan orang tua asalnya. Orang tua angkat pun cenderung tidak 
memberitahukan anak menenai asal-usul anak tersebut dan lebih memilih 
menyembunyikan kebenaran mengenai orang tua kandungnya.  
 
